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ABSTRACT 

 

The statistical calculation of Extreme Learning Machine (ELM) forecast that the infected individuals number of Covid 

19 will be increase in Indonesia.  Hence, the government imported the Sinovac Vaccine from China to  reduce the 

spread of virus. However,  using of the Sinovac Vaccine is doubted by the Indonesian muslim people, related to the 

safety, halal and thayyib. Related to this opinion, so  the Indonesian Council of Ulama (MUI) issued fatwa  that 

Synovac Vaccsine is holy and halal, according to the MUI’s Fatwa: Number 02 of 2021 on Vaccine Products of 

Covid-19 from  Synovac Life Sciences CO. LTD China and Bio Farma Company.Therefore the Synovac Vaccine is 

legalized to be used as an immune  and a health emergency too. Nevertheless, whether the  use of Sinovac Vaccisine 

will  minimalize the spread of virus in the body  and is it included  the health emergency? The questions will be 

answered base on the maqashid sharia  which is measured with  maslaha by using  qualitative research.  The primary 

data is obtained  on the MUI’s Fatwa about the Sinovac Vaccine and the opinions of scholars which is related to the 

maqasid sharia, while secondary data will be founded by the literature of the Covid 19,  statistics data of BPS and 

Ministry of Health, besides  journals and online media. This research recommends that use of vaccines will be 

analyzed with the halal, safety and effectiveness. 
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1. PENDAHULUAN  

Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingati 1 

tahun Kedaruratan Kesehatan  karena Covid 19 di Dunia 

pada Januari 2021. Direktur Jenderal WHO Tedros 

Adhanom Ghebreyesus menyebutkan  dunia mencatat  

terdapat 100 Juta Kasus yang dilaporkan dan terdapar 

2.2 juta kematian. Peluang untuk mencegah penyeberan 

virus secara luas dan penemuan vaksin  oleh parah ahli 

telah memberikan kesempatan untuk  mengendalikan 

dan menghentikan penyebaran Covid 19.[1] 

Berdasarkan pengalaman Organisasi tersebut dalam 

laporan tahun 2018, jumlah kematian yang disebabkan 

penyakit menular setiap tahunnya dapat ditekan dengan 

program imunisasi.[2] Langkah imunisasi untuk 

menghentikan laju angka covid 19 di Indonesia pilihan 

yang tidak bisa ditunda, karena berdasarkan hitungan 

statistik Extreme Learning Machine (ELM) jumlah 

individu terinfeksi covid 19 di Indonesia akan semakin 

mengikat, mencapai titik tidak stabil.[3], sementara  

angka kematian Covid 19 di Indonesia mencapai angka 

tertinggi di Asia salah satu opsi yang harus di ambil 

adalah melakukan vaksinasi masal.[4]  

Pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak kepada 

sistem kesehatan tetapi   secara luas terhadap sosial dan 

ekonomi., politik,  budaya,  pertahanan dan 

kesejahteraan masyarakat, termasuk agama.  Indonesia 

sejak pertama kali munculnya Covid 19 pada bulan 

Maret 2020 sudah menyatakan status siaga Kedaruratan 

Kesehatan.[5] 

 Kondisi dharurat kesehatan di Indonesia menuntut 

setiap orang untuk tidak melakukan aktivitas di luar 

rumah dan semua pekerjaan dan aktivitas di lakukan di 

dalam rummah (Work from Home) untuk mencegah 

meluasnya Covid 19. Kedaruratan kesehatan Covid 19 

didasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 
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Tentang kekarantian dan Keputusan Presiden  Nomor 12 

tahun 2020 tentang penetapan status bencana Non-Alam 

Covid 19 sebagai bencana nasional.  Pengadaan Vaksin 

untuk meredam laju Covid 19 di Indonesia merupakan 

bagian dari kedaruratan kesehatan di Indonesia.  Hal 

yang di butuhkan dalam kondisi darurat di antaranya 

percepatan, pengadaan, penelitian, anggaran keuangan 

dan tenaga kesehatan pengadaan Vaksin yang efektif 

dan efesien.[6] 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah 

memberikan izin penggunaan darurat atau Use of 

Emergency Authorition Vaksin Covid 19 dari Sinovac.  

BPOM menyatakan Vaksin Sinovac buatan Cina  aman 

dan tidak memiliki efek samping yang berat. Sinovac  

juga memiliki efek yang efektif membentuk antibody di 

dalam tubuh, sehingga mampu membunuh atau 

menetralkan virus penyebab Covid 19.[7]  

Epidimolog Griffith University Dicky Budiman 

menyatakan keputusan BPOM terhadap penggunaan 

Sinovac sudah dikaji melalui  tiga tahap uji Klinis sesuai 

dengan prosedur  yang ditetapkan WHO. BPOM 

melaporkan setelah hasil uji Klinis Sinovac tahap ketiga 

memiliki efikasi  65.3% terhadap virus corona,  Zulies 

Ikawati menambahkan bahwa  efikasi 65.3% merupakan 

kemampuan Vaksin Sinovac memiliki tingkat 

kemanjuran atau kemampuan mencegah Covid 19 

dalam kondisi ideal dan terkontrol. Menurut Zulies 

Ikawati, efikasi dapat lebih  efektif dan mampu  Covid 

19.[8]  

Namun sejak pemerintah membeli Vaksin Sinovac 

dari Cina melahirkan kotroversi terutama bagi umat 

beragama yang meragukan kehalalan Vaksin Sinovac.. 

Merujuk dari hasil survey yang dilakukan oleh 

Kementrian Kesehatan Indonesia bekerjasama dengan 

UNICEF, dan WHO terhadap laporan survey 

Penerimaan Vaksin Covid 19 di Indonesia, dari 

kalangan Umat Islam di dapat 29 % masih ragu untuk  

menggunakannya. Keraguan ini terjadi pula dengan 

angka yang tidak jauh berbeda dengan survey dari 

responden agama Katolik dan Kristen Protestan 22 %, 

Hindu 22 %, Budha 28% dan Konghuchu 29 %. 

Keraguan ini kemungkinan berasal dari nilai-nilai 

agama yang mereka miliki tentang larangan dan 

kebolehan penggunaan Vaksin Sinovac..[9] 

Berdasarkan keraguan masyarakat tentang  

Kehalalan Vaksin Sinovac PT Bio Farma, sebagai 

perusahaan yang bekerjasama dengan Perusahan 

Vaksin dari Cina, maka  pada bulan Januari 2021 

meminta Majelis Ulama Indonesia (MU) melakukan 

Audit Vaksin Sinovac untuk kehalalan vaksin. Dari 

hasil audit yang langsung dilakukan oleh Tim yang 

dibentuk oleh MUI, BPOM maka MUI mengeluarkan 

Fatwa MUI No 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin 

Covid 19 dari Sinovac Life Sciences Co LTD 

China dan PT. Bio Farma (Persero), yang 

menjelaskan Vaksin Sinovac. 

 
Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari ditetapkan  

Fatwa Vaksin Sinovac agar tercapainya maqashid asy-

asyari’ah, namun itu harus terpenuhinya nilai-nilai 

maslahat, yang oleh asy-Syatibi mampu 

menyelamatkan agama, jiwa, harta, keturunan dan 

akal. Ini  kemudian dikenal dengan istilah dharuriyah 

yang harus terukur. Bagaimanapun kemampuan 

Vaksin Sinovac sebagai langkah darurat harusnya tidak 

memunculkan permasalahan baru atau adanya efek 

vaksin yang lebih berbahaya.  

Akan tetapi apakah kemaslahatan pada Vaksin 

Sinovac dapat diukur secara Farmakologi yang 

memiliki kemampuan menyembuhkan infeksi atau 

mencegah penyebaran  Covid 19 dengan sempurna? 

Sehingga berdampak kepada normalisasi kehidupana 

umat manusia seperti darurat agama dapat beribadah 

kembali, darurat harta bangkitnya ekonomi dengan 

naiknya pertumbuhan ekonomi dan darurat akal 

dengan dibukanya tempat pendidikan dan sebagainya 

Terkait dengan itu tulisan ini  memaparkan nilai-

nilai maqashid asy-syari’ah yang ditetapkan melalui 

Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produksi 

Vaksin Sinovac.untuk itu  tulisan merekomendasikan 

kajian dari sisi agama cukup penting dibahas dan 

dianalisa dengan berbagai tema. Dari sudut pandang 

agama, vaksin merupakan kepentingan sosial yang 

memberikan spirit terhadap umat beragama, terutama 

umat Islam agar laju penyebaran pandemi Covid 19 di 

Indonesia dan juga dunia dapat dihentikan, hal ini 

dikaitkan dengan kedaruratan kesehatan. 

 

2. METODOLOGI  

Penelitian ini merupakan study literatur dengan 

metode review berbagai tulisan dan jurnal melalui web, 

media online Internasional dan Nasional. Data primer 

diperoleh dari artikel dan jurnal yang memenuhi kriteria 

inklusi yaitu artikel yang memiliki materi yang sesuai 

dengan objek penelitian yang dipublikasikan terkait 

dengan Covid 19. Selain data sekunder di dapat dari 

laman Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, WHO dan 

Badan Penanggulangan Covid 19. 

 

3. KAJIAN RELEVAN 

Penelitian tentang Covid 19 dan vaksin untuk Covid 

19 telah dilakukan, hal ini dapat diketahui melalui jurnal 

yang dipublish secara online. Diantaranya tulisan Tania 

Gupta dan Shishir K Gupta [10] menjelaskan  bahwa 

Covid 19 telah menyebabkan berbagai komplikasi, 

seperti depresi, edema paru, pneumonia berat dan 

sindrom pernapasan akut (ARDS) serta kematian.  

Dunia telah melakukan upaya intensif untuk 

mengembangkan vaksin yang sesuai, efektif dan efisien. 

Vaksin yang efektif harus mampu menghasilkan dan  

menetralkan antibody untuk mencegah virus menempel 

pada reseptor.  

Zhaohui Su dan kelompok peneliti lainnya melihat 

kepanikan internasional terhadap program keinginan 

untuk  Vaksinasi agar kembali “normal” atau yang 

dikenal dengan Operation Warp Speed”, saat ini sangat 

terlihat seperti perlombaan menemukan Vaksin untuk 

Covid 19. Bagaimanapun untuk mengakhiri Covid 19 



  

 

hak-hak konsumen harus diutamakan. perlindungan 

konsumen melalui vaksin berpijak kepada penemuan 

studi terbaru yang berakibat pada adanya risiko 

anafilaksis, kasus hipersensitivitas vaksin yang alergi. 

Kasus anafilasis di dunia dapat memicu keraguan 

penggunaan vaksin, tetapi  ada catatan bahwa 

menghentikan pandemi melalui vaksin berarti  

menghentikan laju kematian sekitar 2 hingga 3 juta 

kematian di dunia.[11] 

Di tengah pandemi Covid 19, terdapat 

sindrom pernapasan akut virus corona lebih dari 120 

calon vaksin di seluruh dunia. Untuk hal ini perlu 

diupayakan  vaksin yang aman dan efektif dan telah 

memasuki pra klinis fase satu sampai tiga dengan 

pendekatan inaktif, dilema hidup, replikasi dan non 

replikasi vektor virus, berbasis protein dan peptida dan 

asam nukleat. Upaya kolaboratif harus dilakukan oleh 

berbagai pihak therapeutic interventions untuk 

menemukan vaksin yang aman dan efektif. 

 

4. HASIL PENELITIAN 

4.1 Ancaman Pandemi Covid 19 di Indonesia 

Kasus Covid 19 awalnya  ditemukan di Wuhan 

Cina pada Desember 2019, kemudian  menyebar ke 

berbagai Negara yang akhirnya  menjadi pandemi 

global. Sebelum vaksin ditemukan, pencegahan 

penyebaran virus ini dilakukan melalui intervensi non 

media dengan cara memutus rantai transmisi dengan 

membatasi kontak fisik antar individu. Mengurangi 

berkumpul dengan banyak orang, pembatasan sosial 

(social distancing), literasi kepada masyarakat terkait 

dengan Covid 19, dan karantina bagi yang 

terinveksi.[12] 

Juru bicara Covid 19 menjelaskan secara virtual, 

bahwa  tingkat penularan Covid 19 di Indonesia masih 

tinggi dan menjadi ancaman besar  bagi masyarakat dan 

ekonomi Indonesia.[13] Nuning sebagai pengamat 

intelegen berpendapat bahwa Covid 19 telah 

memberikan ancaman kesehatan umat manusia, yang 

kemudian berdampak luas kepada seluruh aspek 

kehidupan. [14]  Data Statistik yang dikeluarkan oleh 

Badan Penanggulangan Covid 19 pada tanggal 27 Maret  

2020, terdapat dua kasus Positif Covid 19 di Indonesia, 

namun   pada tanggal 1 Januari 2021  mencapai 

1.012.350 kasus, sebagaimana gambar di bawah ini: 

Gambar 1.1 

Data Perkembangan Kasus Positif Covid 19  

di Indonesia 
 

 
Sumber: diolah dari https://cdn0-

production-images-kly.akamaized.net/ 

 

Berdasarkan data statistik di atas, dalam waktu 6 

bulan (Maret sampai September 2020) grafik kasus 

Covid 19 di Indonesia menempati urutan ke dua di 

Asean setelah Filipina, karena  peningkatan terinfeksi 

virus terus melaju. Data Statistik yang dikeluarkan oleh 

Badan Penanggulangan Covid 19 Indonesia bahwa 

tingkat kematian di Indonesia mencapai 4,21 %, lebih 

tinggi dari kasus kematian di negara-negara lain seperti 

Jepang, Korea Selatan, dan Filipina [15].  

Bagaimanapun penambahan terinfeksi virus tetap 

terjadi walaupun pemerintah Indonesia telah melakukan 

berbagai upaya pencegahan sesuai dengan Panduan 

WHO. Data dari laporan harian Covid 19 terdapat 

penambahan  6412 kasus baru Covid 19 sehingga total 

terinfeksi 1.410.134.[16]  

Setelah dilakukan penelitian pada tanggal 7 Mei 

2021, maka pemerintah mengimpor sebanyak 12 vaksin 

untuk pertama kali, dan yang kedua sebanyak 8 juta 

vaksin,[17]. Kasus Covid 19 di Indonesia pada bulan 

Januari sampai Februari 2021  pernah mengalami 

penurunan yang signifikan, hampir ada penurunan kasus 

sebanyak 300 kasus.[18]  

Siti Nadia Tarmizi mengatakan beberapa negara 

pada bulan Mei 2021 mengalami lonjakan Covid 19, hal 

ini disebabkan adanya mobilitas pergerakan di negara-

negara yang masyarakatnya mengalami kontak dengan  

varian virus baru Covid 19 yaitu B.117 asal Inggris, B 

1351 asal Afrika Selatan dan Varian mutasi ganda dari 

India B. 1617.  Indonesia perlu melakukan antisipasi 

terkait dengan varian baru Covid 19, karena memiliki 

tingkat penularan yang tinggi dibanding jenis varian 

sebelumnya, sekitar 36% sampai 75 %. Demikian juga 

laporan dari WHO terjadi peningkatan 49 % di beberapa 

negara untuk varian baru B.117, dan cenderung beredar 

di wilayah Asia Tenggara. [19] Dalam rentang waktu 4 

bulan (Februari sampai akhir April 2021) varian baru 

Covid 19 sudah menyebar pada  9 Provinsi di 

Indonesia.[20] Sebagaimana tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.1 

Penyebaran varian B 117 di Indonesia 

 

 

No 

 

Provinsi 

 

Varian 

 

Jumlah 

Kasus 

1 Kepulauan Riau B. 1617 1 

2 DKI Jakarta B 117 1 

3 Sumatera Utara B 117 2 

4 Sumatera Selatan B 117 1 

5 Banten B 117 1 

6 Jawa Barat B 117 1 

7 Bali B 117 1 

8 Kalimantan Timur B 117 1 

9 Bali B 1351 1 

Sumber:https://www.kompas.com/tren/read/20

21/05/07/140000765/ 

4.2 Kedaruratan  Kesehatan di Indonesia 

Menyikapi kasus Covid 19 WHO menetapkan Covid 

19 sebagai Public Health Emergency of International 

Concern (PHIC) sebagai darurat kesehatan yang 

meresahkan dunia. Sejalan dengan WHO dalam 

mengantisipasi lonjakan Covid 19 di Indonesia melalui 

Keputusan Presiden RI  Nomor 11 tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona 

Virus Desease 2019 (COVID 19).[21]  

Kedaruratan kesehatan tersebut didasarkan pada 

fakta meningkatnya kasus Covid 19 dengan cepat 

bahkan melalui lintas negara dan menyebabkan banyak 

kematian serta berdampak kepada berbagai aspek 

kehidupan masyarakat.[22]  Bahkan pemerintah 

mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diseases 

2019 sebagai Bencana Nasional yang merupakan 

penjelasan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 

yang menyebutkan bahwa bencana adalah: “Peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam 

maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian, dan dampak psikologis” 

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Karantinaan Kesehatan. Aturan ini 

merupakan payung hukum untuk melindungi gangguan 

kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit 

baru maupun penyakit lama yang muncul kembali. 

Dalam Undang-Undang  tersebut dijelaskan bahwa 

kedaruratan kesehatan adalah “kejadian kesehatan yang 

bersifat luar biasa dengan ditandai dengan penyebaran 

penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan 

oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi 

kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan 

bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar di lintas 

wilayah atau lintas negara”. 

Untuk  itu Undang-Undang  No 6 tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa 

hal demikian harus ditangani sesuai dengan prinsip-

prinsip penanggulangan bencana yang bersifat nasional, 

edukatif (efektif dan efesien) dan berpedoman pada 

delapan prinsip fundamental yaitu (1) Komprehensif, (2) 

Intergratif, (3)  Pendekatan Resiko bahaya, (5)  

Pendekatan resiko sistematik, (6)  Sustainability, (7) 

Monitoring, evalusi, berkelanjutan, kooperatif, 

koordinasi, dan (8) Berbasis informasi teknis dari para 

ahli yang akurat. Meskipun Indonesia memiliki 

pengalaman SAR-CoV sebelumnya. Namun karakter 

pandemi Covid 19 melebihi rasionalitas kesiapan 

primer, sekunder dan tertier untuk menghadapi Covid 

19 dengan belum ditemukannya Vaksin.[23] 

 Kedaruratan Kesehatan Covid 19 kemudian 

dilaksanakan dengan metode isolasi, karantina rumah, 

karantina rumah sakit dan karantina wilayah, Di 

samping Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 

PPKM, 3 T. Bahkan pada akhir Maret 2020 menjelang 

bulan puasa Indonesia menetapkan Lokcdown di seluruh 

wilayah Indonesia hingga akhir bulan Mei 2020.[24] 

Kedaruran Kesehatan yang diberlakukan sejak bulan 

Maret 2020 hingga bulan Mei 2021 tersebut tidak 

memiliki dampak pencegahan penyebaran pandemi 

Covid 19 yang berarti di Indonesia. Penyebaran Covid 

19 tahun 2021 justru berubah menjadi ancaman yang 

luar biasa di Indonesia dengan ditandai semakin 

tingginya kasus terinfeksi dan meningkatnya jumlah 

kematian. Covid 19 secara global termasuk Indonesia 

berdampak kepada aspek politik, ekonomi, sosial, 

budaya,  pertahanan dan keamanan, termasuk agama 

dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.[25] Sri 

Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hanya 

mencapai 2.3% bahkan terjadi penurunan mines di 

bawah 0,4%,  karena dampak Covid 19 di Indonesia 

penyebab utama adalah penurunan komsumsi dan 

investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun 

pemerintah. Tiga sektor yang kena dampak besar yaitu 

UMKM, Pariwisata dan Manufaktur.[26] 

 

4.3 Vaksin Sinovac sebagai Upaya Pencegahan 

Penyebaran Covid 19 

Kedaruratan Kesehatan secara global yang 

ditetapkan WHO bertujuan untuk mengakhiri Pandemi 

Covid 19 di dunia dan melindungi manusia. Terkait 

dengan ini standarisasi vaksin mengalami dilema dan 

berpacu dengan kecepatan infeksi Covid 19 secara 

masif. Standarisasi vaksin membutuhkan proses yang 

intensif dan memakan waktu beberapa tahun.  

Sejak awal April 2021  terdapat 184 kandidat 

vaksin yang diuji. Beberapa  kandidat vaksin telah 

diberikan otorisasi penggunaan darurat oleh Amerika 

Serikat  Food and Drug Administration untuk vaksin 

Pfizer, BioNtech, Moderna MRNA dan Johnson and 

Johnson serta  Astra Zeneca oleh Pemerinntah 

Inggris.[27] Untuk itu vaksin merupakan  jalan yang 

ditempuh dan tidak dapat dinafikan untuk mengakhiri 

penyebaran Covid 19 dan membangun kehidupan New 

Normal.[28] 

https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/07/140000765/
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Setelah berbagai upaya dan regulasi dilakukan 

Indonesia, maka vaksin menjadi penting untuk 

mengakhiri dan memberikan imunitas bagi masyarakat 

Indonesia agar pandemi tidak terulang. Terlebih 

Indonesia sudah dinobatkan sebagai negara dengan 

Covid 19 di Asia Tenggara. Vaksinasi massal dan 

pemilihan vaksin yang tepat menjadi kebijakan yang 

harus diambil pemerintah di tengah beredarnya banyak 

kandidat vaksin dikembangkan di negara-negara 

Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan China, bahkan 

ilmuwan Indonesia turut melakukan penelitian 

pengembangan vaksin di pusat penelitian Fakultas 

Kedokteran Universitas yang ada di di Indonesia.[29] 

Dengan berbagai pertimbangan jenis Vaksin, maka 

Vaksin  Sinovac  dari Cina merupakan kebijakan yang 

diambil pemerintah Indonesia untuk vaksinasi massal. 

Pada tanggal 6 Desember 2020 adalah tahap awal 

pengiriman 1,2 juta Vaksin Sinovac ke Indonesia untuk 

tenaga kesehatan. Kementrian Kesehatan telah 

menerbitkan peraturan pelaksanaan dan pengadaan 3 

juta dosis Vaksin Sinovac. Kontrak pengadaan 

merupakan kerjasama dengan PT Biofarma 

Indonesia.[30]  

Vaksin Sinovac  baru dapat digunakan setelah lulus 

dari berbagai uji klinis  dan mendapatkan sertifikasi 

MUI dan izin darurat atau Emergency Use Autorization 

(EUA) dari BPOM. Tidak hanya vaksin Sinovac yang 

digunakan harus mendapatkan izin di Indonesia, tetapi 

juga beberapa kandidat vaksin yang direkomendasikan 

untuk digunakan di Indonesia, sebagaimana gambar di 

bawah ini:  

Gambar: 1.2 

Vaksin yang diizinkan di Indonesia 

 
Berdasarkan gambar 1.2 tersebut di atas, maka 

Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 

tentang Penetapan Jenis Vaksin terdapat 6 jenis vaksin 

yaitu  Bio Farma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, 

PlizerBoNtech, dan Sinovac Biotech. Direktur Utama 

PT Bio Farma  Honesti Basyir menyatakan pemilihan 

vaksin di Indonesia untuk Covid 19  harus memenuhi 

berbagai faktor yaitu unsur keamanan, cepat, dan aspek 

mandiri. Di samping itu pula vaksin harus  memiliki 

daya mutu yang terjamin dengan dibuktikan lulus uji 

klinis dengan tiga tahap. Vaksin Sinovac dari Cina 

merupakan Vaksin Covid 19 yang termasuk cepat uji 

klinis di Indonesia  berdasarkan Badan kesehatan dunia 

WHO dinyatakan sebagai salah satu vaksin yang 

memiliki mutu yang diakui di dunia. [31]  

Walaupun Vaksin penting untuk mengakhiri 

penyebaran  Covid 19 di Indonesia, survey yang di 

lakukan Kementrian Kesehatan Indonesia yang bekerja 

sama dengan WHO Indonesia dan UNICEF Indonesia 

masih terdapat 27 % masyarakat Indonesia ragu-ragu 

untuk di vaksin, dan sebanyak 8 % menolak.  Kendala 

yang dihadapi bahwa imunisasi akan mempengaruhi 

tingkat keberhasilan Vaksin massal perlu dipahami 

struktur sosial Indonesia  mempunyai tingkat 

kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Vaksin Covid 

19 termasuk Vaksin Sinovac.[32]  

Keraguan masyarakat terhadap Vaksin Sinovac dan 

jenis lainnya disebabkan tingkat kepercayaan informasi 



  

 

yang disampaikan oleh berbagai media dan platfon baik 

dari Pemerintah Indonesia  atau lainnya hanya memiliki 

antara 38% sampai 56%. [33]  

Fajar Fathur Rachman dan Setia Pramana 

melaporkan bahwa terdapat 26% respon dari responden 

pembaca berita memiliki statemen negatif terhadap 

pemberitaan vaksin. Temuan ini menjelaskan bahwa 

literasi vaksinasi di Indonesia masih kurang. [34] 

5. PEMBAHASAN 

5.1 Fatwa Kehalalan Vaksin Sinovac untuk 

Kedaruratan Kesehatan 

Kepercayaan terhadap Vaksinasi Sinovac 

sebagaimana yang dialami oleh umat Islam terhadap 

nilai kehalalannya. Salah satu yang dikhawatirkan oleh 

masyarakat Islam Indonesia adalah penggunaan unsur 

vaksin yang bersumber dari bahan yang diharamkan 

oleh syari’at Islam, termasuk dalam proses produksi 

Vaksin Sinovac.  

Terkait dengan kehalalan Vaksin Sinovac MUI 

mengeluarkan Fatwa No 2 tahun 2021 yang 

memutuskan bahwa Vaksin Covid 19 produksi 

Sinovac dinyatakan halal dan suci, sebagaimana 

gambar di bawah ini: 

Gambar 1.3 

Fatwa MUI tentang Vaksin Sinovac Halal 

 

 
 

Gambar diolah: 

https://www.antaranews.com/infografik/1946404/fatwa-

mui-vaksin-sinovac-halal 

 

Penetapan Fatwa MUI terhadap kehalalan dan 

kesucian vaksin didasarkan pada hasil audit Tim Audit 

Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Auditor 

Komisi Fatwa MUI yang melakukan audit terhadap 

Vaksin Sinovac secara langsung di  pabrik Vaksin 

Sinovac di Bejing Cina bersama Tim dan BPOM 

Kementrian Kesehatan dan Bio Farma. Tim Audit 

Halal MUI langsung melakukan on-site audit, baik 

audit lapangan yang dilakukan di Pabrik Vaksin 

Sinovac maupun audit lapangan yang dilakukan di Bio 

Farma Bandung.  

Terkait dengan ini  perlu dikemukakan proses 

produksi dan titik kritis kehalalan Vaksin Sinovac 

diproduksi oleh Sinovac China. Fokus dari audit halal 

terdiri dari empat hal: i)  Bahan apakah terdapat  bahan 

haram; ii) Sumber Bahan; iii) Proses produksi apakah 

terkontaminasi oleh zat yang diharamkan, alat serta 

media yang digunakan; iv) Bahan utama, tambahan, 

proses produksi, fasilitas yang digunakan, pengemasan 

diyakini tidak terjadi kontaminasi atau tercampur 

untuk produksi vaksin yang menggunakan bahan 

haram, dan najis. Dalam audit lapangan, Tim Audit 

Halal MUI, Biofarma, serta Kementrian Kesehatan, 

Tim memperoleh fasilitas dan peralatan yang 

memproduksi Vaksin Sinovac merupakan fasilitas baru 

dan peralatan vaksin dedicated yang  hanya digunakan 

untuk produksi Vaksin Sinovac saja. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan pensucian syar’iyah (tathhir 

syar’iyah). 

Berdasarkan pengamatan Tim dapat diketahui 

secara bayani produksi Vaksin Sinovac untuk Covid 

19 sama sekali tidak menggunakan unsur haram seperti 

babi, darah, najis dan unsur organ manusia. Namun 

terjadi ikhtilaf  pada media pengembangan sel yang 

diambil dari sel Vero yang berasal dari sel ginjal Kera 

hijau di Afrika, dan ada pula menggunakan serum 

darah sapi atau serum janin sapi. Ikhtilaf yang terjadi 

di kalangan MUI ketika menetapkan fatwa teminologi 

Fiqh ada sebagian ulama yang membolehkan 

menggunakan serum dari binatang, dan sebagian tidak 

memperbolehkan. Pendapat yang kuat adalah bahwa 

penggunaan serum darah berbeda dengan unsur fisik 

darah yang diharamkan menurut Fiqh.[35] 

Berikut dijelaskan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Produksi Vaksin Sinovac:  “Laporan dan 

penjelasan hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI 

bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences 

Co. Ltd. China dan ke PT. Bio Farma (Persero) tentang 

proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis 

sebagai berikut: a. Vaksin diproduksi dengan platform 

virus yang dimatikan. b. Fasilitas produksi hanya 

digunakan untuk produksi vaksin Covid-19. c. Produksi 

vaksin mencakup tahapan penumbuhan Vero Cell (sel 

inang bagi virus), penumbuhan virus, inaktifasi virus, 

pemurnian (purifikasi), formulasi dan pengemasan. d. 

Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai 

inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera Hijau 

Afrika (African Green Monkey) dari hasil penelitian 

tahun 1960an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai 

inang virus dan telah disetujui oleh WHO. e. Media 

pertumbuhan Vero Cell dibuat dari bahan kimia, serum 

darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial 

yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan 

pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, 

dan bahan mineral. Fatwa tentangVaksin Covid-19 dari 

https://www.antaranews.com/infografik/1946404/fatwa-mui-vaksin-sinovac-halal
https://www.antaranews.com/infografik/1946404/fatwa-mui-vaksin-sinovac-halal


  

 

Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio 

Farma (Persero)| 7 Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia f. Terdapat penggunaan tripsin dan beberapa 

enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. 

Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikroba 

dimana mikroba ditumbuhkan pada media yang terbuat 

dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. g. 

Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan 

yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh 

tahapan proses produksi. h. Dalam penyiapan media 

untuk produksi pada skala 1.200 liter ditambahkan air 

murni sebanyak 1 076 liter. Selain itu, pada tahapan 

formulasi, juga ditambahkan air murni sebanyak 930–

940 liter per 1000 liter. Hasil formulasi vaksin pada 

kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari 

kaca dan karet.” 

Setelah melakukan Audit di lokasi Pabrik di negara 

Cina bagaimana Vaksin Sinovac diproses dan 

diproduksi, maka pada rapat Komisi fatwa tanggal 8 

Januari 2021 sidang fatwa menyimpulkan bahwa:  

a. Vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Sciences Co. 

Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dalam 

proses produksinya: 1) tidak memanfaatkan (intifa’) 

babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. 

2) tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh 

manusia (juz’ minal insan). 3) bersentuhan dengan 

barang najis mutawassithah, sehingga dihukumi 

mutanajjis, tetapi sudah dilakukan pensucian yang 

telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar’i 

(tathhir syar’i). 4) menggunakan fasilitas produksi 

yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin 

Covid 19. 

b. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi 

vaksin di PT. Bio Farma (Persero) dipandang telah 

memenuhi ketentuan pensucian secara syar’i (tathhir 

syar’i).. Keputusan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) RI yang telah memberikan 

persetujuan penggunaan pada masa darurat atau 

Emergency Use Authorization (EUA) dan jaminan 

keamanan (safety), mutu (quality), serta kemanjuran 

(efficacy) bagi Vaksin Covid-19 produksi Sinovac 

Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma 

(Persero) yang menjadi salah satu indikator bahwa 

vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib” 

Keputusan hasil rapat tersebut menunjukan 

Kedaruratan bukan pada bahan yang digunakan untuk 

produksi Vaksin Sinovac, tetapi pada penggunaan 

vaksin untuk menghentikan penyebaran Covid 19 di 

Indonesia. Kedaruratan yang dibangun melalui Fatwa 

lebih kepada tujuan dari kedaruratan itu sendiri yaitu 

mewujudkan kemaslahatan. MUI menganggap bahwa 

Kedaruratan penggunaan Vaksin Sinovac akan 

menyelamatkan umat manusia dengan terbangunnya 

imunitas antibody terhadap Virus Covid 19. 

Kemaslahatan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan 

oleh Imam Shathibi bahwa kemaslahatan merupakan 

bukti  kemaslahatan yang tidak memiliki nash khusus, 

pendapat ini dibenarkan pula oleh Imam Maliki, Abdul 

Wahab Khalaf dan Abu Zahrah.[36] 

Penggunaan Vaksin Sinovac dalam kondisi darurat 

nampaknya tidak didasarkan pada penilaian keefektifan 

dan keamananan Vaksin Sinovac, tetapi lebih pada 

pertimbangan untuk menghindari musibah. Walaupun 

darurat dipahami sebagai musibah dibenarkan oleh 

ulama seperti Imam Al-Jurjani yang menyebutkan “adh-

dharurah (mudharat)” adalah musibah yang tidak dapat 

dihindari.[37] Dalam konteks kontemporer, kedaruratan 

merupakan  pencegahan penyebaran Covid 19 

merupakan kedaruratan medis, yang nilai 

kedaruratannya harus mempertimbangkan  prosedur 

kemananan, keefektifan dan proses. Kedaruratan seperti 

ini harus dinilai oleh ahli yang memiliki kemampuan 

tentang Vaksin yaitu Epidimilog dan Ahli Kesehatan. 

5.2 Konstruksi Fatwa dan Nilai Maqasid asy-

Syari’ah pada Kehalalan Vaksin Sinovac 

Menelaah Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Produk Vaksin Covid 19 dari Sinovad Life 

Sciences Co LTD China dan PT. Bio Farma (Persero),  

merupakan jawaban dari pro dan kontra  terhadap 

legalisasi kehalalan Vaksin Sinovac.  Respon terhadap 

kehalalan Vaksin Sinovac tersebut nerupakan kegiatan 

istinbath hukum atau ijtihad yang dalam hukum positif 

dikenal dengan istilah Rechfinding (penemuan  

hukum).[38]   

Yusuf al-Qardawi menjelaskan istinbath hukum 

pada Vaksin Sinovac  memberikan legitimasi, karena 

adanya kekosongan hukum.[39] Sementara Abu Zahrah 

lebih menekankan pada istinbath hukum, dalam rangka 

memberikan fatwa terhadap persoalan baru yang 

didasarkan pada nash al-Qur’an dan Hadis untuk 

persoalan yang diminta atau tidak diminta oleh pihak  

yang berkepentingan.[40]  

Berdasarkan prespektif Ushul Fiqh, Fatwa MUI 

tentang Kehalalan Vaksin Sinovac merupakan Fatwa 

dalam wilayah Hukum Islam Progresif.[41] Hal ini 

sekaligus menepis anggapan bahwa Fatwa tersebut  

merupakan  ijtihad normatif dan tradisional, karena 

dalam penetapan Fatwa MUI selalu berlandaskan pada 

pendapat  Ulama terdahulu di abad ke 4 sampai ke abad 

7 Hijriah. Namun sebenarnya Fatwa MUI tentang 

Vaksin Sinovac memberikan stigma positif dan ijtihad 

mengalami destruktif.[42]  

Dengan begitu Fatwa MUI berhasil merekontruksi 

bahwa ijtihad yang dilakukan oleh MUI dengan ciri 

khusus mampu melakukan dialog dengan realitas 

perkembangan zaman. Terlebih  Fatwa MUI tentang 

Kehalalan Vaksin  Sinovac dibentuk ketika Bangsa 

Indonesia dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan dalam 

menghadapi pandemi Covid 19 yang telah 

menyebabkan jutaan manusia yang  terinfeksi dan 

ribuan yang meninggal.  

Konstruksi Fatwa  Kehalalan Vaksin Sinovac 

memiliki konstruksi khusus istinbath Hukum yang telah 

dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 

Tahun 1975. 



  

 

Fatwa MUI tentang  kehalalan Vaksin Sinovac 

dibangun berdasarkan taddaruj dalil, dan ini merupakan 

respon progresif yang ditawarkan oleh Najamuddin ath-

Thufi seorang tokoh pemikiran hukum Islam abad ke 13 

M. Pendapat ath-Thufi tentang maslahat  berbeda 

dengan pendapat Ulama sebelumnya seperti asy-Syatibi, 

bahkan terkesan kontroversi. Ath-Thufi  menjelaskan 

bahwa  Allah menurunkan teks-teks keagamaan yang 

tujuan utamanya adalah maslahah. Fatwa MUI tersebut 

jika dipandang dari dasar hukum yang digunakan dapat 

dianalisis tidak memiliki alibi yang kuat, walaupun MUI 

membangun dengan teori qiyas. 

Ijtihad MUI yang melahirkan Fatwa tentang 

Kehalalan Vaksin Sinovac, jelas ijtihad yang dibangun 

dengan konsep maslahat  dalam kondisi Kedaruratan 

Kesehatan. Konsep yang dibangun dalam Fatwa MUI 

ini sejalan dengan apa yang dibangun oleh ath-Thufi  

yang mengemukan teori keharusan untuk mendahulukan 

maslahat atas nash dan ijma’ dalam rangka pencapaian 

maqashid asy-syari’ah. Jika dikaitkan dengan pendapat  

ath-Thufi, maka penetapan hukum Kehalan Vaksin 

Sinovac merupakan bagian dari mu’amalat yang 

memperhatikan hak manusia, tidak seperti wilayah 

ibadah yang merupakan hak perogratif  Tuhan.[43] 

Untuk itu Fatwa MUI tentang Kehalalan Vaksin 

Sinovac adalah untuk membangun maqashid syari’ah, 

sebagaimana dikemukakan di atas, melalui  dua 

pendekatan, ath-Thufi mendahulukan maslahat dari 

nash, sementara maqashid asy-syari’ah yang dibangun 

oleh asy-Syatibi berangkat dari nash yang kemudian 

secara taklifi ditemukan hukum-hukum amar, nahi, 

ma’ni dan tamyiz dari hukum-hukum syari’ah. Hal ini 

dapat diketahui bahwa maslahat  merupakan tujuan 

ditetapkannya hukum Islam supaya tercapainya 

maqashid asy-syari’ah. Maqashid asy-syari’ah yang 

dijelaskan oleh asy-Syatibi  dimulai dengan maqashid 

asy-syari’ah yang ditetapkan melalui  Fatwa terdiri dari 

beberapa tingkatan preferensi pelaksanaan yaitu 

dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyyah. [44]  

Dengan begitu Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Produk Vaksin Sinovac didasarkan pada  teori 

maqashid asy-syari’ah yang ditetapkan oleh Imam asy-

Syatibi dan ath-Thufi, hal ini dapat digambarkan 

sebagaimana  di bawah ini: 

Gambar 1.3 

Indikator Maqashid asy-Syari’ah tentang 

Kehalalan Vaksin Sinovac 

      Sumber: diolah  

 

Dengan demikian perspektif asy-Syatibi tentang 

kedaruratan kesehatan pada Kehalalan Vaksin Sinovac 

ditetapkan   untuk menjaga kerusakan atau bahaya   

yang ditimbulkan dari Pandemi Covid 19 di Indonesia. 

Maqashid asy-syari’ah yang dibangun oleh asy-Syatibi 

[45] akan mengukur apakah langkah  ditetapkannya 

tentang kehalalan Vaksin Sinovac mampu 

menghilangkan mafsadah (kerusakan) atau ancaman 

kematian atau terinfeksinya lebih banyak dari  Covid 

19? Jelas tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dari 

Kehalalan Vaksin Sinovac yang merupakan bagian dari 

dharuriyah (darurat) adalah terpeliharanya  agama, jiwa, 

keturunan, harta, dan akal. 

Hakikat dari Vaksin Sinovac adalah untuk 

menghilangkan penyebaran  Covid 19 yang telah 

memberikan musibah dan kesengsaraan kepada umat 

manusia, dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 

2021.  Pencapaian maqashid asy-syari’ah adalah untuk 

menyempurnakan pasca dan setelah pandemi Covid 19 

di Indonesia. Berdasarkan data pandemi Covid 19  telah 

menghancurkan aktivitas manusia, seperti 

perekonomian,  kegamaan, pendidikan, sosial dan 

budaya.  Begitu juga halnya hakikat New Normal, 

dimana setelah melakukan vaksinasi dari Vaksin 

Sinovac, maka keberhasilan melalui Kedaruratan 

Kesehatan,  diharuskan menata kembali kesempurnaan 

segala segi kehidupan manusia menjadi lebih baik. 

Hakiyat ini tidak berhenti pada masa New Normal saja, 

tetapi dalam konteks pencapaian maqashid asy-syari’ah 

harus dibangun sebagai antisipasi kedaruratan yang 

lebih handal melalui pemberdayaan moral, agama, 

ekonomi dan birokasi yang baik,  untuk mengantisipasi 

datangnya kembali Covid 19 yang mengancam agama, 

jiwa, harta, keturunan  dan akal manusia. 

 

6.KESIMPULAN 

• normalisasi

• pendidikan
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• bisa

• beribadah

• ekonomi 
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• keturunan
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kedaruratan daruriyah
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indikator kedaruratan

penggunaan vaksin 
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Pandemi Covid 19 di Indonesia dan dunia yang 

telah menimbulkan banyak korban terinfeksi dan 

sindrom pneumonia akut yang kemudian banyak korban 

kematian dan belum ditemukan anti virus berupa obat. 

Untuk Vaksin  merupakan alternatif yang dipilih untuk 

pencegahan penyebaran Covid 19 di Indonesia. 

Terdapat  tujuh  Vaksin Covid 19 yang dinyatakan oleh 

WHO  dapat digunakan, salah satunya adalah Vaksin 

Sinovac merupakan vaksin yang lebih siap sehingga 

Pemerintah Indonesia menetapkan opsi pada Vaksin 

Sinovac melalui  Fatwa MUI No 2 tahun 2021 tentang 

Produk Vaksin  Covid 19 dari Sinovac Life Sciences 

Co. LTD. China dan PT Bio Farma (Persero), yang 

menyatakan bahwa Vaksin Sinovac suci dan halal. Ini 

merupakan jawaban dari keraguan dan keresahaaan 

masyarakat terhadap Vaksin Sinovac buatan Cina 

tersebut. 

Nilai maqashid asy-syari’ah pada kehalalan Vaksin 

Sinovac terletak kepada nilai maslahat yang 

dimunculkan dari pengguna Vaksin Sinovac. 

Berdasarkan Farmakology, Vaksin Sinovac memiliki  

efektifitas 63.5% untuk mencegah penyebaran Covid 

19, dan memiliki efek samping yang tidak 

membahayakan. Vaksin Sinovac mempunyai maslahat 

dalam rangka memelihara  jiwa, agama, harta, 

keturunan dan akal dalam pencapaian maqashid asy-

syariah, ini tidak memunculkan kedaruratan baru tetapi 

mengantarkan kepada kenormalan baru. 
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